
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.339, 2017 KEMEN-LHK. Hutan Tanaman Industri. 

Perubahan.  
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN NOMOR P.12/MENLHK-II/2015 TENTANG  

PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  :  a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK-II/2015 telah 

ditetapkan ketentuan tentang Pembangunan Hutan 

Tanaman Industri; 

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem 

Gambut, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan 

tanaman perlu merencanakan kembali penataan ruang 

areal gambut dalam wilayah kerjanya, sehingga 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan 

perubahan; 

c. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, 

merupakan upaya dalam rangka perlindungan Ekosistem 

Gambut yang rentan dan telah mengalami kerusakan, 
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agar fungsi ekologis Ekosistem Gambut dalam 

mendukung kelestarian keanekaragaman hayati, 

pengelolaan air, sebagai penyimpan cadangan karbon, 

penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim dapat tetap 

terjaga;  

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 

P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan 

Tanaman Industri;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 140); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

www.peraturan.go.id



2017, No.339 
-3- 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan 

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5056); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 

Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, 

serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan 

dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang 

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2001, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 

Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5285); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5957); 

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17);  

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/MENHUT-

II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu; 

14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/MENHUT-

II/2009 tentang Sistem Silvikultur dalam Areal Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan 

Produksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan 

Nomor P.11/MENHUT-II/2009 tentang Sistem Silvikultur 

dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu 

pada Hutan Produksi (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1311); 

15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/MENHUT-

II/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan 
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Lingkungan Kegiatan Kehutanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 508) 

16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/MENHUT-

II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala 

dan Rencana Kerja Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan 

Kayu Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 687); 

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/MENHUT-

II/2014 tentang Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga 

Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227); 

18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan 

Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 472); 

19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.77/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Tata Cara 

Penanganan Areal yang Terbakar dalam Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 86); 

21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.45/MENLHK/SETJEN/HPL.0/5/2016 tentang 

Tata Cara Perubahan Luasan Areal Izin Usaha 

Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 767); 

22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang 

Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1663); 

 

 

 

www.peraturan.go.id


